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Proses Penataan  Ruang Kota di Kabupaten Pesawaran belum akuntabel karena 

Pemanfatan sumberdaya yang dikelola saat ini masih belum jelas perencanaannya 

seperti halnya bekaitan dengan kepentingan umum,  berupa penempatan sektor-

sektor layanan publik, pusat pengembangan ekonomi masyarakat, pusat 

pendidikan, dan pusat kesehatan.  

 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Akuntabilitas Badan  Perencanaan  

Pembangunan  Daerah Kabupaten Pesawaran dalam Penataan Tata Ruang Kota. 

dan mengetahui mekanisme Akuntabilitas Badan  Perencanaan  Pembangunan  

Daerah  Kabupaten Pesawaran Dalam Penataan Tata Ruang Kota. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menetapkan informan 

yaitu Kepala Badan Bappeda Kab. Pesawaran, Subbag  Perencanaan Bappeda 

Kab. Pesawaran, Kabid Pendataan dan Pengendalian Bappeda Kab. Pesawaran, 



Subbid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Pesawaran, Subbid Penataan 

ruang dan Lingkungan SDA Bappeda Kab. Pesawaran, Subbid Saran dan 

Prasarana Bappeda Kab. Pesawaran, dan Kabid Perencanaan Wilayah Bappeda 

Kab. Pesawaran. Mengenai Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi 

data, penyajian data (display) dan penarikan kesimpulan (verifikasi).    

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Tahap Proses Pembuatan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran  telah  memenuhi Akuntabiltas dilihat 

dari proses Pembentukan Badan  Koordinasi Penataan Ruang,  Proses 

Perencanaan Tata Ruang, dan Proses Penyusunan  dan Penetapan Rencana Tata 

Ruang Wilayah,  dengan mengacu pada kaidah aturan tata ruang. (2) Pada Tahap 

Proses sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran  telah 

memenuhi mekanisme Akuntabilitas dengan berdasarkan tahapan-tahapan diawali  

diajukan pada Bappeda Propinsi  selanjutnya ke tingkat Nasional yaitu Mendagri 

untuk dikaji lebih lanjut. Penyebaran informasi dengan akses publik mengenai 

keputusan dan mekanisme pengaduan Masyarakat sudah berjalan dengan baik 

dapat disimpulkan Akuntabel. 

  

 

 


